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Abstrak
 

Self-Medication atau swamedikasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang saat

ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan Dunia. Self-Medication atau swamedikasi sendiri

merupakan kegiatan pengobatan diri sendiri yang didasarkan pada pengetahuan individu yang diperoleh dari

berbagai sumber tanpa adanya konsultasi dengan dokter. Self-Medication atau swamedikasi diawali dengan

self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri yang berdasarkan pada sumber non tenaga medis atau tidak

berdasarkan pada diagnosis yang dilakukan oleh dokter. Setelah melakukan self-diagnose dan sudah

mengetahui perkiraan penyakit yang dialami, selanjutnya pelaku self-Medication atau swamedikasi akan

membeli obat untuk penyakit tersebut di toko obat ataupun apotek. Apoteker memiliki peran penting dalam

melayani Self-Medication atau swamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat di apotek. Dalam pelayanan

Self-Medication atau swamedikasi di apotek, apoteker harus terlebih dahulu mengetahui penyakit apa yang

diderita oleh pelaku swamedikasi. hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pelaku

swamedikasi di apotek. Proses untuk mengetahui penyakit yang diderita tersebut terlihat seperti diagnosis

yang dilakukan oleh dokter dan merupakan wewenang dari dokter. Dalam peraturan perundang-undangan

belum disebutkan secara jelas mengenai wewenang apoteker dalam melakukan wawancara kepada pelaku

swamedikasi yang bertujuan untuk mengetahui penyakit yang dialami oleh pelaku swamedikasi. Dengan

menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan membahas mengenai wewenang

apoteker untuk memberikan obat dan diagnosis kepada pasien atau pelaku swamedikasi di apotek dilihat

dari peraturan perundang-undangan hukum kesehatan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa wewenang

apoteker dalam hal melakukan wawancara untuk menentukan penyakit yang dialami oleh pelaku

swamedikasi diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan namun terbatas pada penyakit-penyakit

ringan yang dapat diobati dengan obat golongan bebas dan bebas terbatas.

......Self-medication is a prevalent practice in Indonesia and worldwide, where individuals diagnose and treat

themselves based on their own knowledge without consulting to a doctor. This process begins with self-

diagnosis, using non-medical sources rather than a doctor's diagnosis. After self-diagnosing, individuals

proceed to purchase medicines for their perceived ailment from pharmacies. Pharmacists play a crucial role

in facilitating self-medication by providing assistance to customers in pharmacies. They engage in

interviews with individuals to determine their medical condition, resembling a doctor's diagnosis, although

the legal framework does not clearly define the authority of pharmacists in conducting these interviews.

Through normative juridical research, this study aims to explore the authority of pharmacists to provide

medications and diagnoses to self-medication actors in pharmacies within the context of health law

legislation. The findings reveal that pharmacists are permitted by the legislation to conduct interviews to

identify the illnesses experienced by self-medication actors. However, this authority is limited to minor

ailments that can be treated with over-the-counter and limited over-the-counter drugs.
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